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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah 

SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul “Memahami Ilmu 

Hukum”. Ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang 

mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan 

dengan hukum. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan tentang 

perundang-undangan saja melainkan filsafatya, asas-asasnya, 

pengertian-pengertian hukum dan konsep-konsep dasar yang tidak 

terbatas pada suatu hukum tertentu dan masyarakat luas. Tujuan 

mempelajari hukum Indonesia adalah agar mengerti dan 

memahami sistematika dan susunan hukum yang berlaku di 

Indonesia termasuk mempertahankan, memelihara, dan 

melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dan 

peraturan-peraturan yang diadakan oleh Negara, Dengan 

mempelajari hukum (positif) Indonesia, dapat diketahui perbuatan 

yang memiliki akibat hukum dan perbuatan yang melawan hukum, 

juga bagaimana kedudukan seseorang dalam masyarakat, apa 

kewajiban dan wewenangnya menurut hukum Indonesia. 

Tersusunnya buku ini bukanlah semata-mata hasil jerih 

payah penulis seorang. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan 

terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis 

sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan 

bantuan baik secara moral maupun materil hingga terselesaikannya 

buku ini. Selain itu penulis juga sadar bahwa dalam buku ini masih 

ditemukan banyak sekali kekurangan serta jauh dari 

kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis benar-benar menanti kritik 

dan saran dari pembaca untuk kemudian dapat penulis revisi di 

masa yang akan datang, sebab sekali kali lagi penulis menyadari 

bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa disertai saran yang 

membangun. Semoga buku ini mampu mencapai tujuannya untuk 

memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.  
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A. Pengertian Hukum 

Hukum banyak sekali seginya dan sangat luas 

cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan 

masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga 

masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan 

perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan 

umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan 

tentang apa yang dimaksud dengan hukum dari masa ke masa. 

Sebelum manusia mengenal Undang-undang, hukum identik 

dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam 

kehidupan.1 Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan 

pertanyaan yang memiliki jawaban lebih dari satu sesuai dengan 

pendekatan apa yang dipakai, oleh karena itu hukum pada 

hakekatnya bersifat abstrak.2 

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam 

pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari 

bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, 

ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, 

sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar 

masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, 

hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut 

pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja 

 
1 Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan 

Sosiologis, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 12. 
2 Ibid., hlm. 12 
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A. Subjek Hukum 

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui 

setiap orang sebagai manusia terhadap undang-undang yang 

artinya bahwa setiap orang diakui sebagai subyek hukum. Pasal 

27 UUD 1945 menetapkan segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 

kecualinya.41  

Subyek hukum mempunyai kedudukan dan peranan 

yang sangat penting dalam hukum, khususnya hukum 

keperdataan karena subyek hukum tersebut yang dapat 

mempunyai wewenang hukum. Dalam lapangan hukum 

perdata mengenal subyek hukum sebagai salah satu bagian dari 

kategori hukum yang merupakan hal yang tidak dapat 

diabaikan karena subyek hukum adalah konsep dan pengertian 

(concept en begriff) yang mendasar.42 

Subyek hukum ialah siapa yang dapat mempunyai hak 

dan cakap untuk bertindak di dalam hukum atau dengan kata 

lain siapa yang cakap menurut hukum untuk mempunyai hak.43 

Menurut Chainur Arrasjid, subyek hukum adalah segala sesuatu 

 
41 C.S.T. Kansil, 1995, Modul Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 

hlm. 82. 
42 Rosnidar Sembiring, 2016, Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam 

Perkawinan), Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7. 
43 C.S.T. Kansil, 1995, Modul Hukum Perdata…Op.Cit. hlm. 84. 
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A. Asas Hukum 

Apabila kita membicarakan tentang asas hukum, maka 

pada saat itu kita membicarakan unsur yang penting dan pokok 

dari peraturan hukum. Barangkali tidak berlebihan apabila 

dikatakan, bahwa asas hukum ini merupakan jantungnya 

peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan 

hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas 

tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut 

sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan 

ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan 

habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, 

melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-

peraturan selanjutnya. 

Secara etimologi kata asas berasal dari Bahasa Arab yakni 

asasun yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika 

dikaitkan dengan sistem berpikir maka asas adalah landasan 

berpikir yang sangat mendasar.82 Tesaurus Bahasa Indonesia 

memberi arti untuk kata “asas” sebagai (1) akar, alas, basis, 

dasar, fondasi, fundamen, hakikat, hukum, landasan, lunas, 

pangkal, pegangan, pilar, pokok, prinsip, rukun, sandaran, 

sendi, teras, tiang, tonggak; (2) hukum, kaidah, kode etik, norma, 

 
82 Rohidin, 2016, Buku Ajar Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arab 

Hingga Indonesia, Lintang Rasi Aksara Books, Jogjakarta, hlm.37. 
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A. Pengertian Sumber Hukum 

Dalam kehidupan sehari-hari tentu semua orang sudah 

mengenal sebuah aturan-aturan yang diberlakukan untuk 

mengatur cara hidup masing-masing individu. Aturan tersebut 

bersifat memaksa, dan mencegah. Aturan-aturan tersebut 

dikenal dengan istilah hukum. Hukum sendiri memiliki sebuah 

materi yang yang nantinya akan diambil sebagai pedoman 

pelaksanaan hukum itu sendiri. 

Materi tersebut sering dikenal dengan sumber hukum. 

Sumber hukum merupakan sebuah materi yang nantinya akan 

memperoleh kekuatan yang dijadikan sebuah pedoman. sumber 

hukum merupakan segala aspek yang ditimbulkan oleh aturan-

aturan yang bersifat kuat, memaksa. Yang dalam artian lebih 

gamblangnya jika aturan tersebut dilanggar akan diberikan 

sanksi tertentu kepada para pelanggar. 

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan 

aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila 

ada aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang 

tegas dan nyata bagi pelanggarnya.  

Menurut R. Soeroso, sumber hukum adalah segala 

sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan 

memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan 

menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.112 

Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang 

 
112 R. Soeroso, 2009, Pengantar Ilmu Hukum...Op.Cit., hlm. 117-118. 
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A. Pengertian Mazhab dan Interpretasi dalam Hukum 

Kata “Mazhab” dalam bahasa Arab berasal dari shighah 

masdar mimy (kata sifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan 

keterangan tempat) dari akar kata fiil madhy “dzahaba” yang 

bermakna pergi.127 Jadi, mazhab secara bahasa dapat diartikan 

dengan “tempat pergi”, yaitu jalan (ath-thariq).128 

Pengertian mazhab menurut istilah sebagaimana 

dikemukakan oleh M. Husain Abdullah, adalah kumpulan 

pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam, yang 

digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah 

(qawa’id) dan landasan (ushul) yang mendasari pendapat 

tersebut, yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi 

satu kesatuan yang utuh.129  

Sementara itu menurut A. Hasan, mazhab adalah 

mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum suatu 

masalah atau tentang kaidah-kaidah istinbath-nya.130 

Kata mazhab menurut arti bahasa ialah tempat untuk 

pergi ataupun jalan. Dari segi istilah, mazhab berarti hukum-

hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan. Dengan 

 
127 Huzaemah Tahido Yanggo, 1997, Pengantar Perbandingan Mazhab, 

Logos, Jakarta, hlm. 71. 
128 M. Husain Abdullah, 1995, Al-Wadhih fi Usul al-Fiqh, Darul Bayariq, 

Beirut, hlm. 197. 
129 Ibid., hlm. 197. 
130 Muhammad Ali Hasan, 1995, Parbandingan Mazhab, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 86. 
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A. Pengertian Norma 

Di dalam sistem pergaulan hidup, secara prinsip manusia 

itu diciptakan bebas dan sederajat. Akan tetapi dengan 

kebebasan tersebut manusia tidak bisa berbuat sekehendak 

hatinya terhadap manusia lainnya, karena ada batasan-batasan 

yang tidak boleh dilanggarnya berkaitan dengan hidup dan 

kehidupan manusia. Pada dasarnya masing-masing anggota 

masyarakat sudah tentu mempunyai kepentingan yang kadang-

kadang sama dan sering pula berbeda. Perbedaan kepentingan 

ini selanjutnya dapat menimbulkan kekacauan dalam 

masyarakat apabila tidak ada aturan yang dapat 

menyeimbangkannya. Demi tertib dan teraturnya kelompok 

masyarakat diperlukan adanya aturan, mulanya disebut kaidah. 

Jadi dapatlah dikatakan bahwa apa yang disebut kaidah atau 

norma adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk 

berkeprikelakuan atau bersikap tindak dalam hidup. Indonesia 

yang juga merupakan negara hukum sudah sepatasnyalah 

memiliki sebuah sistem hukum yang mampu mengakomodir 

setiap hak-hak maupun setiap keperluan warga negaranya 

sesuai kemampuan maka perlu ada sebuah sistem hukum yang 

tepat. 
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Secara umum, hukum adalah sebagai das sollensein atau das 

seinsollen, ia adalah himpunan kaidah, berisi keharusan atau 

larangan tentang tingkah laku manusia, kaidah-kaidah mana 

memang dianut dalam masyarakat. Pelanggaran atau kelalaian atas 

kaidah-kaidah tersebut dikenakan sanksi, yang apabila perlu dapat 

dipaksakan oleh penguasa. Hukum dapat diibaratkan sebagai 

mobil, terhadap mana dapat dibuat pengolongan menurut ukuran-

ukuran tertentu seperti mereknya, bentuknya, tenaga kudanya, dan 

seterusnya. Beranjak dari pandangan diatas, hukum dapat dibagi 

dengan berbagai kriteria, antara lain : 

 

A. Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumbernya 

Menurut sumber formalnya hukum dapat terbagi atas 5 

(lima) macam, yaitu : 

1. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum di 

dalam peraturan perundang-undangan.  

2. Hukum adat dan hukum kebiasaan, yaitu hukum yang 

diambil dari peraturan-peratueran adat dan kebiasaan. 

3. Hukum yurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk dari 

putusan pengadilan. 

4. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh Negara 

peserta perjanjian internasional.  

5. Hukum doktrin, yaitu hukum yang bersal dari pendapat para 

ahli hukum terkenal. 

 

PEMBAGIAN 

HUKUM 
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A. Pengertian Sistem Hukum 

Sistem hukum adalah satu kesatuan unsur-unsur yang 

saling berinteraksi dan bekerja sama dalam mencapai tujuan 

kesatuan tersebut. Yaitu susunan sebagai satu kesatuan dari 

sejumlah bagian-bagian yang dinamakan subsistem hukum, 

yang secara bersama-sama mewujudkan kesatuan yang utuh. 

Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur 

yudiris seperti peraturan hukum. Dalam arti sempit, sistem 

hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukumnya 

terdiri atas bagian-bagian (hukum) yang mempunyai kaitan 

(interaksi) satu sama lain, yang tersusun sedemikian rupa 

menurut asas-asasnya dimana berfungsi untuk mencapai tujuan. 

Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri dan tetapi saling 

terikat, dengan kata lain setiap bagian terletak pada ikatan 

sistem dalam kesatuan dan hubungannya yang sistematis 

dengan peraturan-peraturan hukum lainnya.222 

Sistem hukum ada yang terbuka, maksudnya unsur-unsur 

dari sistem itu mempengaruhi sistemnya, sebaliknya unsur-

unsur dalam sistem mempengaruhi unsur-unsur di luar sistem. 

Namun, ada juga yang tertutup, yang tidak dapat dipengaruhi 

unsur luar sistem.223 Joseph Dainow menyatakan tujuan utama 

 
222 Selfi Udeng, dkk., 2018, Efisiensi Penerapan Sistem Hukum Di Indonesia, 

Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 
2. 

223 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Filsafat, Teori dan 

Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 311. 
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A. Sosiologi Hukum 

Sosiologi menurut Comte berasal dari kata Latin “socius” 

yang berarti “kawan” dan kata Yunani “logos” yang berarti 

“kata” atau “berbicara”, jadi sosiologi adalah “berbicara 

mengenai masyarakat”.261 Sementara itu Durkhei menyatakan, 

bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial, dan 

fakta sosial bukanlah fakta individual. Fakta Sosial adalah suatu 

kenyataan tentang segenap perilaku atau cara bertindak yang 

memiliki 3 (tiga) sifat, pertama, berasal dari luar individu 

(eksternal); kedua, bersifat memaksa (koersif); dan ketiga, 

bersifat representatif (mewakili keseluruhan). Contohnya adalah 

perilaku kerja bakti atau gotong-royong. Perilaku ini terjadi 

karena ajakan masyarakat (dari luar diri seseorang), yang 

memiliki sifat memaksa (jika tidak datang akan terkucil), dan 

setiap orang akan mengalami hal yang sama (representatif).262 

Sebagai cabang dari ilmu sosial, sosiologi tidak memiliki 

batasan yang pasti dan baku tentang apa yang dimaksud dengan 

sosiologi itu. Meskipun demikian, bukan berarti sosiologi tidak 

memiliki kepastian dan batasan secara mutlak. Sebab ada titik 

temu dari berbagai definisi yang dikemukakan para sarjana 

 
261 Soerjono Soekanto, 2007, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, 

Jakarta, hlm. 4. 
262 Soeprapto, S.U. 2012. Sosiologi Hukum. In: Pengertian Dasar Sosiologi 

Hukum, Ruang Lingkup, dan Aspek-aspek Hukum, Universitas Terbuka, 

Jakarta, hlm. 1.5.  
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Ilmu hukum berdasarkan karakteristik keilmuan, termasuk 

dalam kelompok ilmu praktis, walaupun demikian sebagaimana 

ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa 

dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang 

panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan 

dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan 

masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya.330 

Ilmu hukum (dari segi obyek) dapat dibedakan atas ilmu 

hukum dalam arti sempit, yang dikenal dengan ilmu hukum 

dogmatik (ilmu hukum normatif) dan ilmu hukum dalam arti luas. 

Ilmu hukum dalam arti luas dapat ditelaah dari sudut pandangan 

sifat pandang ilmu maupun dari sudut pandangan tentang lapisan 

ilmu hukum seperti yang dilakukan oleh J. Gijssels dan Mark van 

Hoecke,331  

J. Gijssels dan Mark van Hoecke, membedakan ilmu hukum 

berdasarkan pelapisan ilmu hukum, yang meliputi filsafat hukum, 

teori hukum, dan dogmatik hukum. Ketiga lapisan ilmu hukum 

tersebut selanjutnya diarahkan kepada praktek hukum.332 

 

 
330 Bernard Arif Sidharta, dalam Titik Triwulan Tutik, 2012, Hakikat 

Keilmuan Ilmu Hukum Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu 

Hukum, Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3. hlm. 445.  
331 Titik Triwulan Tutik, 2013, Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau 

Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum, Jurnal Hukum dan 

Pembangunan, Tahun ke-43 No.2, hlm. 232. 
332 Ibid., hlm. 233. 
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A. Pengertian Paradigma 

Paradigma berasal dari bahasa Yunani klasik 

“paradeigma”, yang berarti ‘pola atau model berpikir’. Sedangkan 

dalam bahasa Inggris disebut “paradigm” dan bahasa Perancis 

“paradigme”, ia berasal dari bahasa Latin “para” dan “deigma”. 

Para berarti di sisi, di samping dan “deigma” berarti contoh, pola, 

model. Sedangkan deigma dalam bentuk kata kerja deiknynai 

berarti menunjukkan atau mempertunjukkan sesuatu. Dengan 

begitu, secara epistimologis, paradigma berarti di sisi model, di 

samping pola atau di sisi contoh. Paradigma berarti pula sesuatu 

yang menampakkan pola, model atau contoh. Paradigma juga 

sinonim dengan guiding principle, basic point of view atau dasar 

perspektif ilmu, gugusan pikir, model, pola, kadang ada pula 

yang menyebutnya konteks. Secara terminologi, paradigma 

berarti jalinan ide dasar beserta asumsi dengan variabel-variabel 

idenya.360 

Istilah Paradigma pertama kali dikemukakan oleh 

Thomas Kuhn di dalam karyanya The Structure of Scientific 

Revolution. Di dalam karya tersebut ia menawarkan suatu cara 

dalam mengkaji disiplin ilmu sosiologi. Paradigma adalah 

konsep sentral Kuhn, yang memiliki maksud sebagai kerangka 

referensi yang mendasari sejumlah teori maupun praktik ilmiah 

 
360 Zumri Bestado Sjamsuar, 2009, Paradigma Manusia Surya Membongkar 

Mitos Parokhialitas Sumber Daya Manusia, Yayasan Insan Cita, 

Kalimantan Barat, hlm. 12, Lihat juga dalam Farkhani, dkk., 2018, 

Filsafat Hukum; Merangkai Paradigma Berfikir Hukum Post Modernisme, 

Kafilah Publishing, Solo, hlm. 39. 
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A. Pengertian Penemuan Hukum 

Suatu undang-undang tidak mungkin mencakup segala 

kegiatan manusia yang tidak terhitung jumlah dan jenisnya. 

Apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum 

jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasar 

inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. 404 

Hal tersebut memiliki arti bahwa seorang hakim harus berperan 

untuk menentukan bagaimana hukumnya, sekalipun peraturan 

perundang-undangan tidak dapat membantunya dalam 

membuat keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno 

Mertokusumo bahwa  

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat 

mencakup keseluruhan kehidupan manusia, sehingga tidak 

ada peraturan perundang-undangan yang lengkap 

selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena 

hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari 

dan diketemukan.405 

Kegiatan dalam mencari dan menemukan hukum itulah 

yang disebut dengan penemuan hukum.  

Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan 

hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau 

petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas 

melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum 

 
404 Utrecht, E., 1986, Pengantar Dalam Hukum Indonesia…Op.Cit., hlm. 248. 
405 Sudikno Mertokusumo, 2007, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, 

Liberty, Yogyakarta, hlm. 37. 

PENEMUAN 

HUKUM 



 

222  
Dr. Rudy Cahya Kurniawan, SH, MSi, MH, MKn 

BAB 

13 

 

Hukum pada dasarnya tidak hanya sekedar rumusan hitam 

di atas putih saja sebagaimana yang dituangkan dalam berbagai 

bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi hendaknya hukum 

dilihat sebagai suatu gejala yang dapat diamati dalam kehidupan 

masyarakat melalui pola tingkah laku warganya. Hal ini berarti 

hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti : 

nilai, sikap, dan pandangan masyarakat yang biasa disebut dengan 

kultur/budaya hukum. Adanya kultur/budaya hukum inilah yang 

menyebabkan perbedaan penegakan hukum di antara masyarakat 

yang satu dengan masyarakat lainnya. 

Pada hakikatnya Kesadaran hukum dengan hukum itu 

mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan 

faktor dalam penemuan hukum. Kesadaran hukum adalah 

kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat 

atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama 

terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap 

toleransi. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan 

cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang 

seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta 

penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini 

berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap 

toleransi. 

Kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator 

pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang 

patuh terhadap hukum. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi 

pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran 

hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di 

PENEGAKAN HUKUM, 

BUDAYA HUKUM, DAN 

KESADARAN HUKUM 
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